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ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim mengenai
akta jual beli tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No.
226/Pdt.G/2018/PN.DpK.), dan untuk menganalisis penyelesaian hukum sebagai
pelaksanaan putusan hakim mengenai akta jual beli yang tidak memiliki kekuatan
pembuktian Hukum, Penelitian inl menggunakar metode penelitian ; normatif, dengan
menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan
pendekatan Perundang - undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Akta Jual Beli tanah Nomor
156/8/5awangan/1097 yang tanda tangan Penjualnya selaku Penggugat dipalsukan,
dan dinyatakan hakim batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum
sebagaimana dibuktikan dengan hasil dari cek kriminalistis laboratoris. Penyelesaian
hukum sebagai pelaksanaan putusan hakim sendiri terdapat 4 pembagian secara
litigasi dan non litigasi, yang pertama bagi tergugat adalah sepatutnya dalam
kesadaran hukum secara moralitag bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi
tethadap penggugal sebagaimana semestinya, yang keduva bagi PPAT bahwasanya
dalam faita persidangan mengena AJB Tanah No 156/8/Sawangan/1887 tidak dibuat
oleh PPAT S berdasarkan jawaban dari Protokol pengganti sehingga dapat dikatakan
PPAT tidak terlibat dalam pemalsuan AJB tersebut. yang ketiga bagi penggugat selaku
penjual yaitu dapat melakukan upaya hukum dengan meminta BPN kota Depok untuk’
membuka blokir dan menerbitkan kembali SHM pengganti No 519 milik penggugat,
yang ke empat bagi BPN yaitu agar dapat melaksankan putusan Majelis Hakim dengan
cara membuka blokiz dan menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik pengganti
No.518/Pangkalan Jati milik Penggugat. ‘

RKata kunct ; Penyelesaian Hukum, Akta Jual Beli Tanah, Pembuktian Hukum.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's legal considerations regarding land sale and
purchase deeds based on Depok District Court Decision No. 228/Pd1.G/2018/PN.DpK.),
and to analyze legal setements as an implementation of judges’ decisions regarding
sale and purchase deeds that do not have legal evidentiary power. This research uses
research methods: normative, using primary, secondary, and tertiary legal materials, as
well as using a statutory epproach, conceptual approach and case approach. The
results of this study explain that the Land Sale and Purchase Deed No.
166/8/Sawangan/1997 whose signature of the Seller as the Plaintiff was forged, and
declared by the judge null and void and has no legal force as evidenced by the results
of the laboratory criminalistic check. Legal setlement as an implementation of the
judge's decision itself there are 4 djvisions in litigation and non-litigation, the first for
the defendant is duly in legal awareness to be morally responsible by providing
compensation to the plaintiff as appropriate, the second for the PPAT that in the facts of
the trial regarding AJB Tanah No. 156/8/Sawangan/1897 was not made by PPAT S based
on the answer from the substitute Protocol £o that it can be said that the PPAT was not
involved in the forgery of the AJB. the third for the plaintiff as the seller is to be able to .
take legal action by asking RPN Depok city to unblock and reissue the replacement
- SHM No. 818 ewned by the plainsift, the fousth for BPN, namely to be able to implement

the decision of the Pancl of fndges by unblocking and reissuing the replacement
Property Rights Certificate No.519 / Pangkalan Jati owned by the Plaintiff.

Keywords: Legat Ssttlerment, Land 3ole and Paychase Deed, Legal Proof.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam konteks hukum, jual beli adalah transaksi hukum
yang menghasilkan peralihan hak atas suatu barang atau
properti dari penjual (pemberi) kepada pembeli (penerima)
dengan imbalan uang atau barang lain yang setara dengan
nilainya. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang
diatur oleh hukum perdata dan merupakan konsep yang sangat
penting dalam sistem hukum ekonomi.

Hukum yang mengatur jual beli bervariasi di setiap
Negara namun, prinsip-prinsip dasar jual beli dan hak serta
kewajiban para pihak biasanya serupa di berbagai sistem
hukum. Jual beli pada KUH Perdata diatur pada Buku III tentang
Perikatan Van Verbintenissen, sehingga jual beli merupakan
suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian
timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan
menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan
membayar harga atas sejumlah uang sebagai sebagai imbalan

imbalan dari perolehan hak milik terssebut.’

! R. Subekti, 2014. Aneka Perjanjian, Bandung: PT citra Aditya Bakti, hal. ]



Jual beli dalam masyarakat dengan objek jual beli hak atas
tanah, juga dilakukan dengan perjanjian untuk lebih
memberikan kepastian hukum, karena hak atas tanah, termasuk
objek perjanjian yang secara khusus diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, di mana setiap perbuatan
hukum yang menyangkut tentang hak atas tanah terikat atau
harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan tersebut.

Hukum Tanah mengajarkan bahwa semua pemindahan
hak atas tanah, termasuk jual beli tanah dilakukan dengan Akta
Jual Beli Tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). Hal ini bertujuan agar tercapainya tertib hukum
administrasi pertanahan dan kepastian hukum kepada pemilik
tanah. Bahwa jpual beli tanah hanya bisa didaftarkan untuk
mendapatkan sertipikat tanah apabila dilakukan dengan akta
Jual Beli Tanah (A]JB). Dari hasil diskusi ternyata sebagian
peserta masih tidak mengetahui bahwa jual beli tanah harus
dilakukan dengan AJB.?

Mereka juga tidak memahami fungsi dari AJB tersebut,

sehingga setiap jual beli tanah hanya dilakukan di bawah tangan

2 Ana Silviana, Khairul Anami & Handojo Djoko Waloejo, “Memahami
Pentingnya Akta Jual Beli (AJ/B) dalam Transaksi Pemindahan Hak Atas Tanah karena Jual
Beli Tanah”, Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol 3 No 2 ( November 2020 ),



yaitu antara kedua belah pihak ataupun hanya di hadapan Kepala
Desa.

Jual beli hak atas tanah sebagaimana yang telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT)
maka harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.
Dalam hal yang berkaitan dengan tanah pihak yang berwenang
adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang mempunyai
daerah kerja meliputi daerah tempat tanah yang diperjual
belikan itu berada.

Akta pemindahan hak atas tanah tersebut yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan akta otentik
dimana bentuk dan isinya telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) hanya mengisi blanko akta yang tersedia.

Pada prinsipnya, pendaftaran tanah sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 19 UUPA memiliki tujuan memberikan
kepastian hukum yang meliputi objek tanah, hak dan subjek
serta ketertiban administrasi pertanahan baik bagi pemilik
maupun pihak-pihak yang menguasai tanah tersebut, yang
dibuktikan dengan kepemilikan sertipikat tanah atas nama yang

bersangkutan sebagai alat pembuktian yang kuat dan sah.



Perbuatan hukum vyaitu proses jual beli yang berakibat
pengalihan hak atas kepemilikan tanah harus selalu diikuti
dengan pembuatan akta autentik yang diperlukan sebagaimana
telah diatur secara khusus mengenai hal tersebut. Akta autentik
yang dimaksud dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana dalam hal-hal
tertentu melibatkan akta Notaris.®

Dalam hal ini ketersediaan tanah yang tetap dan
kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat karena
pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat tinggi
membuat tidak seimbangnya persediaan tanah dengan
kebutuhan tanah tersebut sehingga dapat memicu timbulnya
berbagai macam permasalahan.*

Salah satu upaya untuk mengurangi permasalahan dalam
konflik pertanahan adalah dengan menghimbau para pemilik
tanah untuk melakukan pendaftaran atas tanah yang dimiliki atau
dikuasainya, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan
perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Mengetahui

perkembangan pengaturan tanah negara juga sangat diperlukan

® Dwi Hartiningsih, “Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual

Notariil” Jurnal LEX Renaissance, Vol 5 No 3 (Juli 2020 )

him. 1

* Supriyadi, 2010. Aspek Hukum Tanah Aspek Daerah, Jakarta: Prestasi Pustaka,



dalam hal melakukan klarifikasi tentang pengertian tanah negara
dan wewenang penguasaannya.’

Dengan berjalannya waktu timbul-lah kebutuhan baru
didalam masyarakat dalam keberlangsungan kehidupan sehari
hari. Tak terkecuali dengan timbulnya kebutuhan akan
kepemilikan tanah sebagai penunjang kehidupan masyarakat.
Maka dari itu dibuatlah sistem kepemilikan tanah agar dapat
membedakan tanah berdasarkan status kepemilikannya.

Akta dalam pasal 1868 KUHPerdata dikenal sebagai akta
autentik yang mempunyai kekutan pembuktian yang sempurna
karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang
berwenang di wilayah kewenangannya. Pejabat yang
berwenang yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata adalah
Notaris.

Akta autentik yang dimaksud dibuat oleh pejabat umum
yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
dimana dalam hal-hal tertentu melibatkan akta Notaris.
Ketentuan mengenai PPAT dapat ditemukan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
yang mengatur jabatan serta tugas PPAT; Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta

% Shela Oktaharyani Harahap & Benny Djaja, “ Kekuatan Hukum Akta Jual beli
yang datanya merupakan data palsu”, Jurnal Hukum Adigama, Vol 4 No 2, ( Desember
2021),



Tanah dengan pelaksanaan tugas diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 4 Tahun 1998.

Saat ini banyak masyarakat melakukan transaksi jual beli
tanah akan tetapi tidak serta merta dapat dibuatkan akta jual beli
yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah. Hal tersebut misalkan saja dikarenakan
penjual tidak dapat menunjukkan asli sertipikat, yang nantinya
sertipikat tersebut akan dilakukan pengecekan keasliannya di
Kantor Badan Pertanahan setempat.®

Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka segala
hal yang bertalian dengan akta-akta peralihan hak atas tanah,
pemberian hak baru atas tanah dan pengikatan tanah sebagai
jaminan hutang, merupakan tugas dan tanggungjawab Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta harus dibuat dihadapannya.

PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi tugas dan
wewenang khusus memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa pembuatan akta yang membuktikan bahwa telah
dilakukanya perbuatan hukum pemindahan ha katas tanah, hak
milik atas satuan rumah susun atau pemberian hak tanggungan

atas tanah.

Dwi Hartiningsih, Op.cit, hal. 698



Dalam hal ini Akta peralihan kepemilikan tanah harus
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang dalam hal
ini PPAT dimaksud biasa juga dirangkap jabatan oleh Notaris.
Dalam pembuatan akta tersebut, baik mengenai bentuk, isi, dan
cara pembuatannya,sebagaimana ditentukan dalam PP No. 24
tahun 2016 tentang PPAT. Namun,dalam prakteknya pembuatan
A]B adakalanya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah
ditetapkan, sehingga berisiko bagi kepastian hukum atas
kepemilikan hak atas tanah.

Akta Jual Beli ( A]JB ) merupakan akta otentik yang
memiliki nilai pembuktian sempurna kepada para pihak seperti
disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Dalam hal ini
Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang dapat dipakai oleh
pemilik tanah untuk membuktikan kepemilikannya secara hukum
atas tanah tersebut. Yang mana pada prakteknya tidak jarang
terjadi pemalsuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam
Pembuatan akta jual beli yang merugikan salah satu pihak yang
berkaitan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah (yang selanjutnya disingkat dengan
PP No. 24/1997) menyatakan bahwasannya pendaftaran tanah
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah yang



terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Apabila sepanjang tidak ada pihak lain yang menggugat
atas kepemilikan hak atas tanah tersebut maka secara mutlak,
pemilik hak atas tanah tersebut adalah orang yang namanya
tercantum di dalam sertipikat tersebut. !

Namun dalam pembuatan Akta Jual Beli (A]B) tidak jarang
terdapat kesalahan dalam membuat akta yang mana hal tersebut
dapat merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli.

Seperti halnya yang terjadi pada kasus dalam Putusan
Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pdt.G/2018/PN.Dpk.
bahwasannya kasus ini bermula pada “tanggal 9 mei 2018 ketika
penggugat ( Sri Suharnani ) melakukan Permohonan informasi
Status Sertipikat Hak Milik Nomor 519 untuk objek yang
berlokasi di Pangkalan Jati, Kecamatan Sawangan (sekarang
Cinere), Kota Depok, terdaftar atas nama Sri Suharnani seluas
220 meter persegi milik penggugat Kepada Kantor Badan
Pertanahan karena hilang, akan tetapi pada tanggal 28 Mei 2018,
turut tergugat 2 memberi Informasi didapati bahwasannya objek
tersebut telah berganti nama pemegang hak berdasarkan AJB
(Akta Jual Beli) No.156/8/Sawangan/1997 telah beralih haknya
kepada Tirta TJakardi Surya yang mana AJB tersebut dibuat oleh
PPAT Soekaimi SH, PPAT Kab. Bogor.

Pihak Sri Suharnani sendiri merasa dirugikan akan hal
tersebut sebab sebagai pemiliki sertipikat Hak Milik Nomor 519
penggugat tidak pernah melakukan transaksi Jual Beli yang

mengakibatkan Sertipikat Hak Milik tersebut berubah hak

" Dedi Mulyana & Rika Kurniasari Abdughani, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT
Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum?”, Jurnal Juris and Society : Jurnal
Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 1 (Juni 2021)



kepemilikan nya. Sehingga membuat hal tersebut menjadi salah
satu permasalahan yang ada pada kasus ini.

Pada kasus ini setelah dilakukan nya Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistis didapati bahwasannya tanda tangan
Sri Suharnani dan Imam Soeryanto selaku pemilik sertipikat
dipalsukan pada Akta Jual Beli tersebut.

Maka penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap
Kasus diatas. Dan untuk mempermudah penulis dalam
melakukan penelitian dan pembahasannya nanti maka
penelitian ini akan diberi judul Penyelesaian Hukum Atas
Akta Jual Beli (A]JB) Tanah Yang Tidak Memiliki Kekuatan
Pembuktian Hukum. (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Depok Nomor.226/Pdt.G/2018/PN.DpK)
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah
diuraikan tersebut diatas maka rumsan masalah sebagai berikut :
. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap akta jual beli
tanah berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Depok No.
226/Pdt.G/2018/PN/DpK. vyang tidak memiliki kekuatan
pembuktian hukum?
. Bagaimana penyelesaian hukum sebagai pelaksanaan putusan
hakim pengadilan terhadap akta jual beli tanah berdasarkan
studi putusan Pengeadilan Negeri Depok No.
226/Pdt.G/2018/PN/DpK vyang tidak memiliki kekuatan
pembuktian hukum?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim mengenai akta
jual beli tanah tanah berdasarkan studi putusan Pengadilan
Negeri Depok No. 226/Pdt.G/2018/PN/DpK. yang tidak memiliki
kekuatan pembuktian hukum
. Untuk menganalisis penyelesaian hukum sebagai pelaksanaan
putusan hakim mengenai akta jual tanah beli tanah berdasarkan

studi putusan Pengeadilan Negeri Depok No.
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226/Pdt.G/2018/PN/DpK. vyang tidak memiliki kekuatan

pembuktian hukum
2. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
penulis, baik secara teoritis maupun secara praktis.
1. manfaat Teoritis

a. Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat
memberikan informasi yang bermanfaat serta sebagai
sumbangan pikiran yang mana didapatkan dibangku
perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan
menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam
masyarakat;

b. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam literatur
dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam
menjalankan tugas sebagai pejabat umum,;

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan menjadi sebagai masukan yang
memeberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini :

a. Bagi Pejabat Pembuata Akta Tanah (PPAT), sebagai
pengetahuan mengenai pentingnya pemahaman bagi PPAT
dalam menerapkan prinsip Kehati — hatian dalam pembuatan

Akta;
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b. Bagi Penghadap (Penjual dan Pembeli), sebagai pengetahuan
dalam pembuatan akta jual beli disarankan melakukan
tindakan transparansi dalam melakukan transaksi jual bels,
sehingga dapat terlindungi secara hukum, dan memastikan
kepastian bagi kedua belah pihak.

c. Bagi Hakim, sebagai wawasan dalam memahami
Pertimbangan hakim yang merupakan salah satu aspek
terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu
putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung
kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat
bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan
hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat;

d. Bagi kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan
Nasional, agar dapat mengidentifikasi kelemahan dalam
sistem yang dapat mengetahui bahwasannya terdapat suatu
akta yang tanda tangannya di palsukan .

e. Bagi Masyarakat Umum, sebagai wawasan agar bila
mendapati suatu akta otentik dan lainnya yang sebagai
perseorangan tidak pernah bertindak sebagai penghadap
dan hadir sebagai penghadap, agar supaya dapat melakukan
upaya hukum dengan melakukan pelaporan ke pihak yang

berwajib dalam aspek hukum pidana, dan melakukan upaya
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hukum perdata berupa ganti rugi yang timbul akibat
perbuatan melawan hukum tersebut.
D. Kerangka Teori

Kerangka teori, dalam konteks penelitian adalah struktur
konseptual atau landasan yang membimbing dan memandu
penelitian atau analisis suatu fenomena atau isu tertentu. Ini
mencakup konsep-konsep, prinsip, hubungan, dan asumsi yang
membentuk landasan untuk memahami dan menganalisis topik
penelitian.

Kerangka teori dapat berupa teori tunggal yang
komprehensif, gabungan teori, atau konsep-konsep yang
dikelompokkan yang mendukung atau menjelaskan fenomena
yang diteliti. Hal ini membantu menyusun pendekatan penelitian
secara logis dan memastikan bahwa penelitian memiliki
landasan teoritis yang kuat. Dalam suatu penelitian ilmu hukum,
suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi Grand Theory,
Middle Range Theory, dan Apllied Theory.®

Jika membahas tentang implikasi hukum terhadap akta
jual beli yang tidak memiliki kekuatan pembuktian formil maka
hal ini tidak terlepas dari beberapa hal yang menjadi kerangka

teori yang perlu dijelaskan, adalah : a) Teori Kepastian Hukum;

8 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press,
hlm. 53.
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b) 1. Teori Putusan Hakim, 2. Teori Pembuktian ; c). Teori
Perjanjian;
Grand theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori
(middle range theory dan apllied theory) yang akan digunakan

dalam penelitian.®

Juga Grand teori merupakan metode
penelitian yang menjelaskan secara keseluruhan kehidupan
sejarah, sosial ataupun pengalaman manusia. Karena
menjelaskan tentang kehidupan proses kehidupan, maka grand
teori bersifat abstrak dan hanya tersusun dari konsep-konsep
utama. Grand theory dalam penelitian ini menggunakan Teori
Kepastian Hukum.
a. Teori Kepastian Hukum
Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam tugas mereka
sebagai sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus
memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mereka buat
seperti akta jual beli harus sesuai dengan prosedur dan
terjaminnya kepastian hukum dalam proses pembuatan

akta jual beli yang konsisten dan stabil sesuai dengan

prinsip hukum yang berlaku.

® Munir Fuady, 2003, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum,

Jakarta, Kencana, hlm. 41.
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Serta Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menjamin
bahwa dokumen akta yang mereka buat memberikan
kepastian hukum tentang status kepemilikan dan transaksi
property yang dilakukan. Pejabat Pembuat Akta Tanah
harus menjalankan tugasnya dengan transparansi.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin
seseorang dapat melakukansuatu perilaku yang sesuai
dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku danbegitu
pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka
seorang individu tidak akan dapat memiliki suatu
ketentuan baku dalam menjalankan suatu perilaku.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch
pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan
salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.'® Teori kepastian
hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh
dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi
individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu

dapat mengetahui hal apa saja yang boleh dibabankan

10 Satjipto Rahardjo, 2012, ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19
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atau dilakukan oleh negara terhadap individu.!! Dalam
PPAT sebagai Pejabat Umum yang mempunyai wewenang
dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai
kekuatan pembuktian sempurna maka akta PPAT harus
memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta
tersebut dalam akta betul dilakukan oleh PPAT yang mana
tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah
di tentukan dalam pembuatan akta.

Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat
dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum yang
tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan
kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan
pedoman perilaku bagi semua orang.'?

2) Middle Range Theory

Middle range theory adalah teori-teori yang digunakan untuk
menghubungkan pemisah diantara hipotesis-hipotesis terbatas dari
studi empirisme dan teori-teori besar (grand teori) yang abstrak.
Serta merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi

lebih fokus dan mendetail atas suatu grand theory.'®

!l Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta , Kencana
Pranada Media Group, hlm. 158

12 Margono, 2019. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam
Putusan Hakim, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hal. 114

13 Munir Fuady. Op.Cit. hal 43.
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Adapun teori yang akan digunakan dalam middle range

theory adalah teori Putusan Hakim dan Teori Pembuktian;

a.

1)

Teori Putusan Hakim

Pengertian Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang
diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu
perkara yang diperhadapkan kepadanya.'*

Putusan hakim atau sering disebut disebut dengan
istilah putusan pengadilan merupakan suatu hal yang
sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara guna
menyelesaikan sengketa diantara mereka. Karena dengan
putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa
mengharapkan adanya suatu kepastian hukum dan
keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.'®

Moh. Taufik Makaro Memberikan arti putusan hakim
sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai
Pejabat Negara vyang diberi wewenang untuk itu,
diucapkan dipersidangan dan  bertujuan  untuk

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.'®

14 Sudikno Mertokusumo, 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:

Liberty, hlm 20

15 Moh.

Taufik Makaro, 2009, pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta:

Rineka Cipta, hlm. 124.
18 Ibid. hlm.125
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Adapun salah satu putusan pengadilan yaitu Putusan
Verstek yang merupakan putusan yang dijatuhkan
pengadilan dimana Terugugat sama sekali tidak pernah
hadir dan menghadap di persidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, sementara
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh
halangan yang sah.

Tujuan Putusan
Tujuan adanya Putusan Pengadilan dalam pandangan
Artidjo Alkostar adalah Finality yaitu sebagai suatu
putusan yang mengikat terhadap suatu sengketa, putusan
pengadilan harus jelas dan dapat dimengerti oleh
masyarakat umum, yang mana untuk mengakhiri dan
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang
berlangsung antara para pihak yang  saling
berkepentingan.
Fungsi Putusan
Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat ditarik dari
fungsi hukum itu sendiri. Adapun fungsi putusan hakim
yang terkait dengan studi penelitian ini adalah sebagai
berikut :

a) Fungsi kontrol sosial (social control) Putusan hakim

memiliki fungsi kontrol terhadap variabel sosial.
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Putusan hakim memberikan jawaban mengenai
pokok persengketaan yang diajukan para pihak.
Sampai pada tahap tertentu beberapa putusan
hakim dengan pokok sengketa yang hampir sama
akan menghasilkan suatu kaidah hukum yang ajeg
(konsisten) dan bersesuaian satu sama lain.

b) Fungsi menyelesaikan sengketa (settle the dispute)
Salah satu fungsi utama dari putusan hakim adalah
menyelesaikan sengketa. Namun, perlu dipahami
bahwa fungsi menyelesaikan sengketa tidak
sekedar memutus persengketaan diantara para
pihak, melainkan juga memberikan bentuk
penyelesaian terbaik yang dapat memberikan rasa
keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

4) Ruang Lingkup Putusan Hakim

Dalam membicarakan pembangunan hukum itu
jelas bahwa di dalamnya termasuklah penegakan hukum.
Sebagaimana dikatakan di atas bahwa penegakan hukum
sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran,
dan ketertiban. Dengan cara memantapkan peranan dan
kedudukan penegak hukum, maka diharapkan
terwujudnya peningkatan kemampuan dan

kewibawaannya dalam memutuskan perkara. Dalam hal
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ini, penegak hukum harus dapat bekerja dengan penuh
teliti dan menghindarkan segala kekeliruan sewaktu
menjalankan tugasnya. Terkhususnya disini adalah
seorang Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara,
dan pada akhir persidangan akan mengeluarkan putusan.
Untuk itu dalam menjalankan tugasnya di persidangan,
terutama dalam membuat putusan, Hakim harus benar-
benar teliti, supaya tidak terjadi kekeliruan.
b. Teori Pembuktian

Menurut sudikno mertokusumo, pembuktian mengandung
beberapa pengertian, yaitu antara lain : '’
1) Membuktikan secara logis dan ilmiah

Yaitu memberikan Lkepastian mutlak, karena
berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan
adanya bukti lawan.
2) Membuktikan dalam arti konvensional

Yaitu memberikan kepastian yang relatif, dan

mempunyai tingkatan-tingkatan :

a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan
belaka (conviction intime)
b) Kepastian yang didasarkan atas

pertimbangan akal (convension raisonee)

7 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit. hlm. 127
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3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara
perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang
cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna
memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang
diajukan.

Dalam hal teori Pembuktian penelitian tesis ini
sendiri terkait dengan Kekuatan Pembuktian Formil
yaitu terjaminnya suatu kebenaran atas suatu kepastian
akta otentik mengenai tanggal dan waktu dibuatnya
akta, identitas para pihak, serta tanda tangan para
pihak sehingga dianggap benar.

Pada tahap penyelesaian perkara di pengadilan,
pembuktian merupakan tahap terpenting untuk
membuktikan kebenaran yang terjadi atas suatu
peristiwa atau hubungan hukum tertentu, yang
dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan
gugatan ke pengadilan.

Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat
dapat menggunakan haknya untuk menyangkal
gugatan yang diajukan oleh penggugat. Melalui
pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti

inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar putusan
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untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan

suatu perkara.

Akta autentik memiliki 3 ( tiga ) kekuatan
pembuktian sempurna, diantaranya kekuatan
pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht),
kekuatan pembuktian formil (formele bewijskrecht),
dan kekuatan pembuktian materil (materiele
bewijskracht). Adapun 3 ( tiga ) kekuatan pembuktian
tersebut sebagai berikut di bawah ini :'®
1. Kekuatan pembuktian lahiriah Akta tersebut

mampunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya
sendiri sebagai akta autentik karena kehadirannya,
kelahirannya sesuai atau ditentukan dengan
perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Kekuatan Pembuktian Formil Tulisan yang dimuat
atau dinyatakan dalam Akta tersebut merupakan
kebenaran,

3. Kekuatan Pembuktian Materiil Akta tersebut
memberikan kepastian terhadap peristiwa dan apa

yang diterangkan dalam akta itu adalah benar.

18 Habib Adjie, 20171. Kebatalan dan pembatalan Akta Notaris, Bandung, Refika

Aditama, hlm.19



23

3) Applied Theory
Applied theory atau teori Aplikasi adalah penerapan

konsep-konsep teoretis, prinsip-prinsip hukum, dan penelitian
hukum dalam konteks praktis atau realitas kehidupan sehari-
hari. Hal ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan,
menganalisis, dan memberikan solusi konkret terhadap masalah
hukum yang dihadapi. Applied theory dalam penelitian ini
menggunakan teori perjanjian.

a. Teori Perjanjian

1) Pengertian Perjanjian

Istilah Perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu
overeenkomst. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian adalah suatu
perbuatan yang dibuat satu orang atau lebih yang
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya.

Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang
pengertian perjanjian dan menggambarkan tentang
adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.
Pengertian ini juga sebenarnya tidak begitu lengkap, akan
tetapi dengan adanya pengertian ini sudah jelas bahwa
dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan
dirinya kepada pihak lain.'®

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah

suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

1% Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2018, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233
Sampai 1456 BW), Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 63
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untuk melaksanakan suatu hal. Akan tetapi perjanjian
sendiri memiliki arti suatu perbuatan hukum antara pihak
satu dan pihak lain yang mencapai kesepakatan.

Adapun yang di bahas dalam penelitian ini adalah
mengenai teori perjanjian jual beli yaitu bahwasannya
dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Pengertian jual beli
menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah :

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu
kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga
yang telah dijanjikan.”

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457
KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah
suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual
berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang
dan pihak pembeli berjanji untuk membayar.

2) Unsur-Unsur Perjanjian
Adapun pendapat para ahli vyaitu, (Sudikno

Martokusumo, Mariam Darus, Satrio)

bersepakat bahwa unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari:?°

20 Adminwebsite2020, “Unsur-Unsur Perjnajian”, Syarat-Syarat Perjanjian dan Unsur-
Unsur Perjanjian — “Law Firm Dr. iur Liona N. Supriatna., S.H., M.Hum. — Andri
Marpaung, S.H. & Partners” (lawyersclubs.com), (diakses pada tanggal 17 oktober
2023 Pukul 23.56 wib)



https://www.lawyersclubs.com/syarat-syarat-perjanjian-dan-unsur-unsur-perjanjian/
https://www.lawyersclubs.com/syarat-syarat-perjanjian-dan-unsur-unsur-perjanjian/
https://www.lawyersclubs.com/syarat-syarat-perjanjian-dan-unsur-unsur-perjanjian/
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a) Unsur Esensialia adalah unsur mutlak yang harus
ada wuntuk terjadinya suatu perjanjian, agar
perjanjian itu sah dan ini merupakan syarat sahnya
perjanjian dan unsur inilah yang mengakibatkan
terciptanya suatu perjanjian.

b) Unsur Naturalia merupakan hal-hal yang bersifat
bawaan dari perjanjian, sehingga secara diam-diam
melekat pada perjanjian itu (hal-hal yang lazim
dimasukkan dalam perjanjian).

c) Unsur Aksidentalia merupakan bagian yang oleh
para pihak itu ditambahkan, yang unsurnya harus
dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam
perjanjian oleh para pihak dan Undang-undang
tidak mengaturnya.

3) Tujuan Perjanjian

Adapun tujuan perjanjian yaitu untuk mengatur
hubungan hukum antara para pihak yang terlibat,
menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak
serta menciptakan keteraturan dan kepastian hukum
dalam berbagai transaksi atau perbuatan hukum, seperti
transaksi jual beli yang terkait dengan penelitian tesis
penulis.

4) Syarat Sah Perjanjian
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Syarat Sah Perjanjian diatur dalam pasal 1320

KUHPerdata :

a)

b)

d)

Sepakat
Yaitu Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi, pada
saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang
mengadakan perjanjian.
Cakap
Menurut Pasal 1329 KUHPerdata setiap orang adalah
cakap untuk membuat perikatan-perikatan. Yang tidak
cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum,
yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di
bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa.
Suatu Hal Tertentu
Yaitu objek dari suatu perjanjian yang harus jelas
maksudnya suatu objek perjanjian tidak boleh samar.
Yang mana hal ini penting untuk memberikan jaminan
atau kepastian kepada para pihak.
Suatu Sebab yang Halal

Yang dimaksudkan adalah bahwa isi suatu
perjanjian tidak bertentangan dengan Perundang-
undangan, yang bersifat mengganggu ketertiban

umum dan atau kesusilaan.
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Kedua syarat pertama termasuk kategori syarat-
syarat subyektif karena kedua syarat tersebut
mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang
mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang kedua
terkahir merupakan syarat objektif suatu perjanjian.

5) Akibat Perjanjian
Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat
subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya
perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu
perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal
tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian
batal demi hukum.
E. Kerangka Konseptual
1. Penyelesaian Hukum
Adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di
pengadilan. Penyelesaian hukum merujuk pada proses
menyelesaikan sengketa atau konflik hukum antara pihak-pihak
yang terlibat, baik melalui pengadilan atau mekanisme alternatif
seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, atau rekonsiliasi.
Tujuan dari penyelesaian hukum adalah mencapai
keadilan, menegakkan hukum, dan memastikan penyelesaian
yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Metode

penyelesaian hukum dapat bervariasi tergantung pada jenis
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kasus, kebijakan hukum suatu negara, dan kesepakatan antara
pihak-pihak yang bersengketa.
Akta Jual Beli

Akta Jual Beli adalah dokumen penting yang berisikan
kesepakatan perjanjian peralihan hak milik atas tanah atau
rumah dari pemilik lama ke pemilik yang baru. Dan juga AJB
atau akta jual beli adalah akta otentik yang bisa menjadi bukti
dari transaksi atau aktivitas jual beli maupun peralihan hak
kepemilikan tanah, rumah, atau bangunan.

Kuasa untuk membuat Akta Jual Beli ( AJB ) ini diberikan
kepada PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

. Tanah

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi,
tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-
hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau
dimanfaatkan yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas

tanah

. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan Pembuktian adalah kemampuan  utuk

membuktikan suatu peristiwa atau fakta atau sebagai alat bukti
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petunjuk, pada penelitian ini yang di bahas mengenai kekuatan
pembuktian terhadap akta yaitu kekuatan pembuktian, lahiriah,

formil, dan materil.

. Pembuktian Hukum

Pembuktian merupakan proses bagaiman alat-alat bukti
dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan dalam hukum
acara yang berlaku. Adapun tujuan dari pembuktian adalah
untuk mengambil keputusan yang bersifat defenitif, pasti, tidak
meragukan, dan memiliki akibat hukum
. Pemalasuan Tanda Tangan

Pemalsuan tanda tangan adalah tindakan ilegal yang
melibatkan peniruan atau penyalahgunaan tanda tangan orang
lain tanpa izin. Ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan
keuntungan atau mempengaruhi hasil tertentu, seperti dalam
dokumen hukum atau kontrak. Menurut hukum pidana di
Indonesia, pemalsuan tanda tangan dianggap sebagai bentuk
pemalsuan dokumen dan dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini
diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP)

. Pemalsuan Akta

Pemalsuan akta adalah tindakan ilegal yang melibatkan
penyalahgunaan atau peniruan dokumen resmi seperti akta

tanah, akta kelahiran, atau surat perjanjian. Pemalsuan ini bisa
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melibatkan berbagai elemen, seperti pemalsuan tanda tangan,
perubahan informasi dalam dokumen, atau penciptaan dokumen

palsu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian normatif yaitu
mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan
pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam
masyarakat.’! yang disebut juga sebagai penelitian
perpustakaan. Termasuk data sekunder yang dideperoleh dari
dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan
dengan objek penelitian, hasil penelitiann dan peraturan
perundang-undangan. Pada penelitian hukum normatif ini, data
sekunder sebagai sumber bahan informasi meliputi bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

. Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum

yang berasal dari®:

105.

2l Zainudin Ali, 2019. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.

22 Tbid. hlm. 106.
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a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terditi dari peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan objek

penelitian, meliputi :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1y

8)

9)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang — Undang Hukum Pidana
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18
Tahun 2021 tentang hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.

PP No 24 tahun 2016 tentang perubahan atas
peraturan pemerintah No 37 tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Pemerintahn ATR/BPN No.02 Tahun 2018
Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat
Pembuat Akta Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor

226/Pdt.G/2018/PN.DpK.
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan bahan hukum primer?® meliputi :
1) Buku-buku
2) Tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait objek

penelitian ini.

3) Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan
karena buku mengenai bahan hukum primer atau bahan
hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia,
majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Pendekatan penelitian
Sebagai dasar dalam menyusun penelitian ini, penulis
menggunakan 3 jenis pendekatan ( approach ):
a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach,)
merupakan penelitian yang mengutamakan bahan

hukum vyang berupa peraturan perundang-undangan
sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.
Pendekatan perundangundangan biasanya digunakan
untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang

dalam penomorannya masih terdapat kekurangan dan

23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 13.
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penyimpangan baik dalam tatanan teknis atau dalam
pelaksanaannya di lapangan.

Pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua
peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut
dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

b) Pendekatan Konseptual (conceptual approach),

Pendekatan ini dilakukan karena memang belum
atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi,
pendekatan konseptual ini bernajak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan
asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang
dihadapi.?*

c) Pendekatan Kasus (Case Approach),

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah
kasus-kasus yang berhubungan dan telah menjadi putusan
yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang digunakan
dalam penelitian adalah rasio decidendi atau penalaran
yaitu pertimbangan pengadilan terhadap putusan-

putusan.

24 Johny Ibrahim, 2008. teori & Metodologi Penelitian Hukum normatif, Malang,
Bayu Media Publishing, hlm. 306.
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4. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini maka metode pengumpulan bahan
penelitian yaitu menggunakan penelitian data kepustakaan yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku,
dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, yang berkaitan
dengan Penyelesaian Hukum Atas Akta Jual Beli tanah yang tidak
memiliki kekuatan pembuktian Hukum dari perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, website-website dari
instansi yang berkaitan, putusan-putusan terkait serta jurnal-
jurnal Kenotariatan.

5. Teknik Pengolahan Penelitian

Pengolahan bahan penelitian pada dasarnya dilakukannya
proses dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola,
menganalisis, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan
dalam rangka menentukan secara tepat dalam hal tujuan
penelitian. Berdasarkan sifat penelitian ini yang digunakan
metode penelitian bersifat normatif, pendekatan yang dilakukan
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-
teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

yang akan diteliti oleh penulis ini.
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6. Teknik Analisis Bahan Penelitian
Dalam penelitian ini analisis bahan-bahan hukum
dilakukan dengan cara melakukan teknik interpretasi yaitu
teknik penafsiran yang digunakan sesuai dengan pembahasan
atas pokok permasalahan penelitian ini kemudian dilakukan
analisis menurut isinya, yang merupakan analisis isi dengan
upaya untuk memilah dan memilih data dari berbagai bahan
pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang
dimaksud.
1. Teknik Penarikan Kesimpulan
Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara
deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data
yang bersifat umum ke bersifat khusus.?® Yang kesimpulan nya
menekankan dan menghubungkan penarikan kesimpulan yang
bersifat umum ke hal-hal yang lebih khusus sehingga dapat
menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dalam

penelitian ini.

%5 Sudarmayanti & Syarifuddin Hidayat, Edisi cetakan Pertama 2022,
Metodologi Penelitian, Bandung: Mandar Maju, hlm.23
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